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BUPATI KUTAI

a. bahwa guna menunjang pembangunan sub sektor perikanan

khususnya di bidang usaha perikanan dan dalam rangka untuk
perluasan kesempatan ketja, peningkatan taraf hidup bagi petani
ikan serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan ling—
kungan, dipandang perlu adanya upaya yang mengarah kepada
peningkatan pelayanan, pembinaan dan perlindungan;

. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut, perlu diatur keten—

tuan—ketentuan yang menyangkut usaha perikanan di Kabupaten
Kutai, dengan menuangkannya kedalam suaty Peraturan Daerah ;

.Undang~Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan

Undang—Undang Nomor 3 Darurat Tahun 1952 tentang Pemben—
tukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran Negara R,
Tahun 1953 Nomor @ sebagai Undang - Undang) ;

- Undang—Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan

3. Undang-—-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang—

Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara R.|, Tahun 1981
No. 76 Tambahan Lembaran Negara R.l. Nomor 3209) ;

. Undang-- Undang No. 4 Tahun 1932 tentang Ketentuan — Ketentuan

Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara R.|
Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara R.|. Nomor
3215) :
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Undang—Undang No. ¢ Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran
Negara R.. Tahun 1985 Noemor 46, Tambahan Lembaran Negara
R.I. Nomor 3209) ;

6. Undang—Undang No. 2 Tahun 1909 tentang Pemerintahan
Caerah :

7. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerin: 3h Pusat dan Daerah

8. Peraturan Pemerintali NO. 29 Tahun 1986 tentang analisa
Mengenai Dampak Lingkungan :

9. Peraturan Pemetintah No. 15 Tahun 1920 tentang Usaha
Perikanan :

10.Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1999 tentang Pemekaran
Wilayah :

11.Peraturan Pemerintah MNo. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propingi sebagai daerah otonomi :

12.Peraturan Daerah Kabupaten Dati || Kutai No. 8 twmhun 1999
tentang Penyidik Pegawali Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Daerah Tingkat Il Kutai ;

13.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 1l Kutai No. 28
Tahun 1995 tentang Oreanisasi dan Tata Kerg Dinas Perikanan
Kebupaten Daerah Tingkat Il Kutaj ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Kutai No. 3 Tahun
1899 tentang Peraturan Penangkapan Ikan Dajam Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat [l Kutai ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kutai.

e

MEMUTUS KAN

Menetapkan . PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TENTANG USAHA
PERIKANAN DI FABUPATEN KUTA].



m.

BAG |
KETENTUAN UBUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Kutaj ;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai :

Kepala Daerah adalah Bupat Kutii:

DPRD adalah Dewan Perwakilan Ralwyat Daerah Kabupaten Kutai :
Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Kutai :

Pejmbzat yang ditunjuk, adaleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kutai :

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan
dan pemanfaatan sumber daya ikan ;

Sumber Daya lkan adalah semus jenis ikan termasuk biot perairan
lainnya ;

Pengo'ahan sumberdaya ikan adaiah semua upaya yang bertujuan agar
sumberdaya ikan dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung terus
menerus

Pemanfaatan sumberdaya ikan adalah kegiatan penangkapan ikan dan
atau pembudidayaan ikan ;

Usaha rerikanan adalah semua usaha perorangan atau Badan Hukum
untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan

menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan
komersil ;

Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh
ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat
memuat, menganghut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau
mengawetkan ;

Alat penangkap ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda—benda
lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan ;




n.

u.

Kapal perikanan adalsh kapal atzu perahu atau alat apung lainnya yang
dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk untuk
melakukan survei atau eksplorasi perikanan ;

Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara membesarkan
dan atau membiakan ikan dan memanen hasilnya ;

Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penang—
kapan ikan ;

Petani ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembu—
dicdayaan ikan :

Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber
daya ikan, termasuk biota dan faktor alamuah sekitarnya ;

Pencemaran sumber daya ikan adalah tercampumya sumberdaya ikan
dengan mahluk hidup, zat, enorgl dan atu komponen lain akibat
perbuatan manusia sehingga sumberdaya ikan menjadi kurang atau
tidak berfungsi sebagaimana seharusnya dan atay berbahaya bagi
yang memanfaatkannya ;

Kerusakan sumberdaya ikan achiah terpdinya penurunan potensi daya
ikan yang dapat membahayakan kelestriannya disuatu lokasi perairan
tertentu yang diakibatkan oleh perbuatan seseorang atau badan hukum
vang telah menimbulkan gangguan sedemikian rupa terhadap kese—
imbangan biologi atau dari hidup sumberdaya ikan :

Pencemaran lingkungan sumberchya ikan adalah masuknya atau di
masukkannya mahluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain kedalam
lingkungan sumberdaya ikan <urun sampai  tingkat tertentu vang
menyebabkan lingkungan sumberdaya ikan mengdi kurang atau tidak
dapat berfungsi lagi sesuai dengar peruntukannya

Kerusakan lingkungan sumberdaya ikan adalah suatuy keadaan lingkungan
sumberdaya ikan di suatu lokasi perairan tertenty vang lebih mengalami
perubahan fisik, kimiawi dan hayati, sehingga tidak atau kurang berfungsi
sebagai tempat hidup, mencari makan, berkembang biak atau berlindung
sumberdaya ikan, karena telah mengalami gangguan sedemikian rupa
sebagai akibat perbuatan seseorang atau badan hukum ;
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(1)

(3)

lzin Usaha Perikanan adalah izir. tertulis yang harus dimiliki oleh per—
orangan atau Badan Hukum yung melakukan kegiatan di bidang usaha
perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam
izin tersebut ;

Tanda Pendaftaran Usaha Perikanan adalah Surat Tanda Pendaftaran
kegiatan usaha Perikanan secara tertulis vang harus dimiliki oleh
perorangan atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan dibidang
usaha perikanan ;

Perairan umum adalah semua air yang terdapat diatas daratan baik yang
mengglir maupun yang tergenang yang berada disungai, danau/waduk,
‘awa dan mata air lainnya yang bukan saluran irigasi vang berada dalam
kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten.

BAD 1!
JENIS USAHA DAN WILAYAH PERMCANAN

Pasal 2

Usaha Perikanan terdiri atas :

a. Usaha penangkapar, ikan.

b. Usaha pembudidayaan ikan.

¢. Usaha pengumpulan dan pengolahan hasil perikanan.

Usaha penangkapan ikan sebacaimana yang dimaksud pada ayat (1)

huruf a pasal ini meliputi jenis kegatan :

— Memuat, mengangkut, menimbun, mendinginkan, mengolah atau
mengawetkan. ’

Usaha pembudidayaan ikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
hurup b Pasal ini meliputi jenis kegiatan :

a. Pembudidayaan ikan di air tawar.

b. Pembudidayaan ikan di air pa sau.

c. Pembudidayaan ikan di laut.

Usaha pengumpulan dan pengelahan hasil perikanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ pasal ini meliput menampung, meng-—
angkut, meningkatkan mutu dan memproses bahan baku ikan untuk
tujuan komersial.



(1)

(1)

(3)

(4)

Ffasat 3

Usaha petikanan diwilayah perairan  Kabupaten Kutaj hanya boleh
dilakukan oleh perorangan warga Negara Repuhlik Indonesia atay
Badan Hukum Indonesia.

Wilayah Perikanan Kabupaten Kutai sebagaimana yang dimaksud pada

ayat (1) Pasal ini meliput :

a. Perairan Kabupaten Kutai.

b. Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan genangan air lainnya di dalam
wilayah Kabupaten Kuai.

BAB 1
PERIZINAN USAHA PEBIKANAM

Pasal 4

Setiap usaha perikanan baik yang berbentuk perorangan maupun yang
melakukan usaha perikanan di wilayah Kabupaten Kuaj wajib memiliki
izin usaha perikanan (1UPY.

IUP di berikan untuk masing—masing usaha petikanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pasal in berlaky selama 30 tahun dan dapat di
perpanjang sebanyak 2 kali untu masa berlaku masing—masing selama
10 hun.

Usaha perikanan skala tertentu tidak di wajibkan memiliki IUP |

Usaha perikanan sebagaimana di maksud pada ayat (3) pasal ini terdiri

dari :

a. Usaha penangkapan ikan yang di lakukan oleh nelayan dengar.
menggunakan sebuah kapal tidak bermotor atay bermotor luar atau
bermotor dalam berukuran tidak lebih dari 5 (lima) gross ton (GT)
dan atau yang mesinnya ber.ekuatan fidak lebih dari 15 (lima belas)
Daya Kuda (DK). |

b. Usaha pembudidayaan ikan di air tawar yang di lakukan oleh petani
ikan dengan areal lahan tidak lebih dari 2 (cua) Hektar (Ha).

¢. Usaha pembudidayaan ikan di air payau yang dilakukan oleh petani
ikan dengan areal lahan tidak lebih dari 4 (emput) hektar (Ha) dan
atau dengan padat penebaran 50.000 (Lima Puluh Ribu) benur per
hektar (Ha).



d. Usaha pembudidayaan ikan di laut yang di lakukan oleh petani ikan
dengan areal lahan tidajk lebih dari 0.5 (setengah) hektar (Ha).

e. Usaha Ppengumpulan  dan pengolahan  hasil perikanan dengan
kapasitas tidak |ebih dari 5 ton.

(8) Nelayan dan Petani ikan yang tidak diwajibkan memiliki UP, waijib
mencatatkan Kegiatannya kepada Dinas Perikanan.

(6) Nelayan dan petani ikan yang telah cdicatat sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (5) pasal ini diberi Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP).

(7) TPKP kedudukannya sederajnt dengan |UP,
(8) TPKP berlaku selama 1 (sat) tzhun dan dapat diperpanjang.

BAB v
SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAM IUP DAN TP

Pasnl 5

(1) Sebelum melakukan kegiatan usa W perikanan  dj wajibkan  memiliki
Rekomendasi tehnis dari Dinas Perikanan,

(2) Rekomendasi tehnis sebagaimana_dimaksud ; ayat (1) pasal ini dj berikan
setelah yang persangkutan Mendapat pe setujuan izin darj Pemerintah
Daerah sesuaj peruntukannya.

Pasal

(1) IUP diberikan kepada perusahaan perikanan apabila telah menyampaikan :
a. ljiniokasi darj Pemerintah Daerah.
b. Rekomendasi tehnis dari Dinas Perikanan.

Akte pendirian Perusahaan/Kﬂperasi.

(@]

d. Rencana Usaha.

e. Penyajian Informasi Lingkungan (PIL} atau Analisa Mengenai Dampak
Lingkungan (AMDAL).

f. Dokumentasi tehnis kapal (khusus usaha pPenangkapan).

9. NPWP / NPWPD,
h. Pernyataan bersedia membangun kantor perusahaan di lbu Kota
Kabupaten.

(2) TPKP di berikan Kepada nelayan dan petani ikan apabila telah
menyampaikan :



(4)

(5)

ljin Lokasi dari Pemerintah Daerah.
Rekomendasi Tehnis dari Dinar Perikanan.
Rencana Usaha.

Surat Keterangan Berdomisili.

Dokumen Tehnis Kapal.
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Pasal 7
Permohonan IUP sebagaimana di maksud dalam ayat (1) pasal 6 di
sampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan Kepala Dinas

Perikanan.

Permohonan TPKP sebagaimana di maksud ayat (2) pasal 6 disampaikan
kepada Kepala Dinas Perikanan.

Kepala Daerah selambat--lambatnva 6 (enam) hari sejak diterimanya
permohonan IUP secara lengkap tzlah menunjuk petugas untuk melaku—

kan penelitian yang biayanya dibebankan kepada pemohon.

Petugas yang ditunjuk selambat--lambatnya 20 (due puluti hari) kerja
menyampailan laporan hasil penslitian kepada Kepala Daerah.

Selambat—lambathya 6 (enam) hari kerja setelah di terimanya laporan
hasil penelitian, Kepala Daerah menerbitkan [UP.

Pasal B
IUP diterbitkan oleh Kepala Daerah.
TPKP diterbitkan oleh Kepala Dinas Perikanan.

Pasal 9

Usaha perikanan yang telah memiliki JUP dapat melakukan perluasan usaha
setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Kepala Daerah.

BAB v
KEWAJIBAN PEMEGANG JUP
Pasal 10

Pemegang IUP berkewajiban untuk :

a.

b.

Mentaati peraturan dan perundang--undangan yang berlaku.
Menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 bulan sekali.



BAB Vi
PENCABUTAN jUP

Pasal 11

IUP dapat di cabut oleh pemberi izin daiam hal perusahaan perikanan

a. Melakukan perluasan usaha |Npe persetujuan tertulis dari Kepala Daerah.
b.  Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut—turut
atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar.

Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP.

Memindah tangankan IUP—nya tanpa persetujuan tertulis Kepala Daerah.
Selama 1 (satu) tahun berturut—turut sejak |UP dikeluarkan tidak
Mmelaksanakan kegiatan usahanya

® a0

BAB vl
PEMBINAAN DAN PEMGAWASAN

Pasal 12

Pembinaan dan pengawasan terthadap perusahaan perikanan, nelayan dan
petani ikan dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kutai.

DAB Vil
KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

Setiap Usaha Perikanan yang melanggar ketentuan Pasal 4, 5 dan 6
Peraturan Daerah ini di Pidanz menurut ketenluan Pasal 25, 26 dan
Pasal 29 Undang—Undang No. 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAM

Pasal 14

Selain Pejabat penyidik umum vang bertugas menyidik tindak pidana,
penyidikan atas tindak pidana peiang&&én sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh pejabat Fenyidik Pegawai
Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya
ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang— Undangan yang berlaku.



(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Peraturan Daerah ini
karena kewajibannya mempuryai wewenang
a. Menerima laporan atau pencaduan dari seseorang tentang adanya
tindak picana.

b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.

c. Menyuruh berhent seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal
diri tersangka.

d. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.

e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai ter—
sangka atau saksi.

g. Mendatangkan seorang Saksi Ahli vang diperiukan dalam hubungan—
nya dengan pemeriksaan perkara.

h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(2) Penyidik Khusus (PPNS) dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah
koordinasi dan pengawasan Penyidik Umum.

BAaB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dalam waktu 6 (enam) bulan sejk berlakunya Peraturan Daerah ini, semua

kegiatan usaha perikanan yang sebelumnya telah melakukan kegiatan,
wajib menyesuaikan aengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAD XI
KETENTUAN PEN JTUP

Pasal 17

Hal—hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur
lebih lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.



Pasal 18
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap orang mengetahuinya, menerintahkan Pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Kutai.

Latetapkan di > Tenggarong.
Pada anggel : 15 Desegber 2000,

= -

Crs H.S8YALNAMI HR.
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PEMJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTA)
NOMOR 2° TAHUN 2000
TENTANG

USAHA PERIKANAN DI KABUPATEM KUTAI
PENJELASAN UMUM

Perairan i Kabupaten Kutai adalah cukup potensial untuk dikelola secara
berdaya guna dan berhasil guna, dimana sumber daya vyang tersedia di
Kabupaten Kutai cukup besar, baik di perairan umum maupun laut.

Kesemuanva perlu dikelola dengan sebaik—haiknya guna menunjang upaya
peningkatan kesejahteraan petani ikan pada khususnya dan masyarakat pada
umumnya.

Selanjutnya  sumber daya varg tersedia tersebut perlu  diarahkan
sebanyak—banyaknya bagi kepentingan rakyat, utamanya dalam usaha penyediaan
bahan makanan berupa ikan dalam jumlah yang cukup memadai guna memenuhi
kebutuhan gizi masyarakat, serta menggali Potensi sumber daya petikanan guna
pengadaar komoditas untuk ekspor. Mengingat demikian besarnya arti
yang dikandung dari usaha pengolahan sumber daya perikanan, maka perlu pula
diatur jpminan akan kelangsungan serta kelestariannya.  Mackipun sumber daya
perikanan tersebut memiliki daya puluh, namun  bukan berarti tidak  memiliki
keterbatasan. Oleh karena itu apabila pemanfaatannya  dilakukan bertentangan
dengan kaidah—kaidah pengolahan sumber dava tersedia atau dengan
menggunakan alat yang dapat merusak sumber daya dan atau lingkungannya
akan berakibat menimbulkan kepunahan.

Dalam hal ini perlu diambil langkah—langkah untuk mengatur segi—segi
kelestarian dan pengawasan serta pengendaliannya.

Aktiitas pengembangan kegiatan usaha di bidang perikanan di kabupaten
Kutai pada wilayah perairan tertentu rasil dirasa cukup tumpang tindih, sedang
di wilayah lainnya masih potensial untuk dikembangkan.

Sedang bidang budidaya memberikan  minat usaha guna diperoleh
komoditas ekspor vang bernilai tinggi, vang kemudan ditunjang dengan
usaha-—usaha pengadaan pembenihannya. Hal ini perlu diatur agar benar—benar
dapat memberikan dampak positif bagi petani ikan.

Peredaran ikan pun perlu mendapa kan derongan dan  pengaturan, agar
benar—benar diperoleh pemeratman penyediaannya sampai ke pelosok daerah
terpencil.



Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah perlu
mengatur lebih lanjut kegiatan—kegiatan pembangunan petikanan di Kabupaten
Kutai dengan Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 hurufa s/d
huruf f

huruf g

huruf h
huruf h

huruf j s/d
huruf x

Pasal 2ayat (1) s/d
ayat (1)

Cukup Jelas.

Yang dimaksud dengan semua jen:s ikan termasuk biota
perairan lainnya adalah :

10.

Pisces (ikan bersirip ).

Crustacea ( Udang, Rajungan, Kepiting dan
sebangsanya ).

Mollusca  (Kerang, Tiram, Cumi—cumi, Gurita,
Siput dar sebangsanya ).

Coelenterata ( Ubur—ubur dan sebangsanya ).
Echinodermata ( Tripang, Bulu Babi dan Sebang-
sanya ).

Amphibia { Kodok dan sebangsanya ).

Reptitia ( Buaya, Fenvu, Kura—kura, Biawak, Ular
Air dan sebangsanya ).

Mamalia { Paus, Lumba-—lumba, Pesut, Duyung
dan sebangsanya j.

Algae ( Pumput laut dan tumbuhan—tumbuhan
lainnya sebangsanya ).

Biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan
jenis—jenis tersebut diafas, semuanya termasuk
bagian—bagiannya.

Cukup Jelas.

Pada umumnya pembudidayaan dilakukan di perairan
yang dikelilingi galangan tanggul ( seperti tambak dan
kolam ) pagar dan lain—lainnya.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas,



Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

3ayat (1) s/d
ayat (2)

4 ayat (1) s/d
ayat (8}

5ayat (1)

ayat (2)

Sayat (1) s/d
ayat (2)

7ayat (1) s/d
ayat (5)

8ayat (1) s/d
ayat (2)

10
11
12
13

14

15 ayat (1) s/d

ayat (2

16

17

18

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.
Cukup Jelas.

Rekomendasi yang dimaksudkan vaitu rekomendasi
teknis kelayakan usaha dan peruntukkannya dari Dinas
Petikanan Kalupaten Kutai, sedangkan izin pembukaan
lahan dari Badan Pertanahan Kabupaten Kutai,

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

. Cukup Jelas.

Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.

Cukup Jelas. .

Cukup Jelas.

. Wajib  menyesuaikan dengan ketentuan ini bagi

parusahaan yang telah berjalan cun sudah memiliki izin
usaha harus menvesuaikan dengan pasal 8 ayat (1) dan
ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.



